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MOTO 

Jika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih dan orang yang 
tidak adil akan membayar kurang pada jumlah penghasilan yang sama.*) 

 

Dalam hidup ini tidak ada yang pasti, kecuali kematian dan pajak. (In this world 
nothing can be said to be certain, except death and taxes)**) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*)Plato (427 SM – 347 SM), sumber: The Republic I 
**)Benjamin Franklin (1706 – 1790), sumber: surat ke Jean Baptiste Le Roy (13 
November 1789) 
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RINGKASAN 

Prosedur  Perhitungan  Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal 

21 Konsultan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan; 

Ahmad  Syaiti,  150903101015;  2018:  103  halaman;  Program  Studi  Diploma  III 

Perpajakan  Jurusan  Ilmu  Administrasi  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik 

Universitas Jember. 

 
Berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2018, dalam lima tahun terakhir 

Pajak  Penghasilan  Pasal  21  menyumbang  rata-rata  sebesar  27,57  %,  menempati 

posisi  kedua  dalam  Pajak  Penghasilan  Non  Migas.  Menurut  Menteri  Keuangan 

(Brodjonegoro, 2016), penerimaan pajak selama ini hanya bergantung kepada WP 

Badan,  ketergantungan  ini  menjadi  sebuah  implikasi  yang  besar.  Ketika  kondisi 

ekonomi bagus maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan naik. 

Sebaliknya, apabila kondisi ekonomi sedang buruk maka penerimaan Pajak 

Penghasilan juga akan turun. Oleh karena itu, penerimaan pajak pada tahun 2018 

akan berfokus mengejar Wajib Pajak Orang Pribadi atau PPh Pasal 21. 

Tujuan  penulis  melaksanakan  Praktek  Kerja  Nyata  di  Kantor  Konsultan 

Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan pada Tanggal 26 Februari 2018 s/d 06 April 

2018  adalah  untuk  mengetahui  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  khususnya 

tentang Pajak Penghasilan Pasal 21. Penulis dapat memperoleh gambaran secara 

nyata tentang Prosedur Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Konsultan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus 

Sambodo  dan  rekan. Tahap  Perhitungan,  Drs.  Agus  Sambodo  atas  penghasilan 

yang  diterima  dari  jasanya  sebagai  konsultan  akan  dipotong  Pajak  Penghasilan 

Pasal 21 atas imbalan kepada bukan pegawai (Tenaga Ahli) tidak bersifat 

berkesinambungan  dan mempunyai  kewajiban menghitung  Pajak  Penghasilan 

Pasal  21  Akhir  Tahun  Orang  Pribadi  dengan  menggunakan  Norma  Perhitungan 

Penghasilan  Neto  (NPPN). Tahap  Penyetoran,  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Drs. 

Agus Sambodo yang dipotong/ kurang bayar akan disetor ke kas negara melalui 

Bank  Persepsi  atau  Kantor  Pos  dengan  menggunakan  Kode  Billing  yang  telah 
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dibuat  melalui  https://sse3.pajak.go.id.  Tahap  terakhir  yaitu  Tahap  Pelaporan, 

Drs. Agus Sambodo menggunakan e-SPT Wajib Pajak Orang Pribadi  1770 dalam 

membuat  SPT  Tahunan  dan  melaporkan  SPT  Tahunan  (dalam  betuk  File  CSV) 

tersebut melalui e-Filing dengan buka laman http://djponline.pajak.go.id. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0605/UN25.1.2/SP/2018, Diploma 

III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Jember). 
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PRAKATA 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya 

sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  Karya  Tulis  Ilmiah  yang  berupa  Laporan 

Praktek  Kerja  Nyata  ini  dengan  judul  “Prosedur  Perhitungan  Penyetoran  dan 

Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Konsultan  pada  Kantor  Konsultan  Pajak 

Drs. Agus Sambodo  dan rekan”.  Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna 

memenuhi  salah  satu  syarat  untuk  memperoleh  gelar  Ahli  Madya  (A.Md)  pada 

Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.  

Penulisan  Laporan  Praktek  Kerja  Nyata  ini  dapat  terselesaikan  berkat 

bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung 

maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Dr.  Ardiyanto,  M.Si,  selaku  Dekan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik 

Universitas Jember; 
2. Dr.  Akhmad  Toha,  M.Si,  selaku  Ketua  Jurusan  Ilmu  Administrasi  Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;  

3. Drs.  Boedijono,  M.Si,  selaku  Ketua  Program  Studi  Diploma  III  Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ;  

4. Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik;  

5. Yeni  Puspita,  SE.,  ME,  selaku  Dosen  Pembimbing  Laporan  Praktek  Kerja 

Nyata; 

6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember;  

7. Drs.Agus Sambodo Selaku Direktur Utama Kantor Konsultan Pajak Drs.Agus 

Sambodo dan Rekan Malang; 

8. Seluruh Staf dan Karyawan Kantor Konsultan Pajak Drs.Agus Sambodo dan 

Rekan Malang; 

9. Semua Sahabat-Sahabatku Diploma III Perpajakan terima kasih atas 

kebersamaannya selama ini, dan semoga perjuangan kita tetap berlanjut;  
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10. Seluruh Anggota Kelompok Studi Mahasiswa Perpajakan (KSMP) Tax 

Center  FISIP  Universitas  Jember  terima  kasih  atas  pengalaman  dan  kerja 

samanya, semoga Tax Center semakin berkembang dan maju;  
11. Pihak-pihak  lain  yang  tidak  dapat  disebutkan  namanya  satu  per  satu  yang 

telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini. 

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk 

mewujudkan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima kritik dan 

saran  dari  semua  pihak  demi  kesempurnaan  Laporan  Praktek  Kerja  Nyata  ini. 

Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat 

memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca. 

 

 

Jember, 24 April 2018 Penulis 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berada di wilayah 

Asia  Tenggara  dengan  jumlah  penduduk  mencapai  lebih  dari  250  juta  jiwa. 

Sedangkan  usia  produktif  mencapai  kurang  lebih  60  juta  orang  (Badan  Statistik 

Nasional,  2016).  Hal  ini  merupakan  salah  satu  modal  besar  bagi  perekonomian 

Indonesia. Sementara itu, dengan jumlah provinsi Indonesia saat ini, yang terdiri 

dari  34  (tiga  puluh  empat)  provinsi  tentunya  mempunyai  keanekaragaman  yang 

berbeda-beda,  baik  dari  sisi  laju  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat  pengangguran, 

tingkat inflasi, tingkat kesejahteraan antar wilayah, kesenjangan ekonomi, 

infrastruktur  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  menjadi  sebuah  tantangan  yang  besar 

bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan yang cepat dan merata 

agar semua wilayah bisa merasakan hal yang sama tanpa adanya sebuah 

kesenjangan.  Dalam  melaksanakan  pembangunan  tersebut,  tentu  sebuah  negara 

memerlukan sumber pendanaan yang besar dan peranan semua lapisan 

masyarakat. Masyarakat  dapat memberikan konstribusi pada negara melalui  dua 

cara, yaitu dengan membeli surat utang negara (SUN) atau dengan cara membayar 

pajak. 

Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  yang  paling  besar 

dan berperan penting dalam pembangunan nasional, sehingga harus dioptimalkan 

pencapaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jenis pajak di Indonesia menurut 

lembaga pemungutnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pajak pusat  yang dipungut 

oleh  pemerintah  pusat  dan  pajak  daerah  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah. 

Selain menjadi tulang punggung pendapatan negara, penerimaan pajak dari tahun 

ke  tahun  selalu  mengalami  peningkatan.  Oleh  karena  itu,  Direktorat  Jenderal 

Pajak sebagai salah satu lembaga pemerintah pusat di bawah Kementerian 

Keuangan  yang  bertanggung  jawab  untuk  mengelola  penerimaan  pajak  pusat, 

harus  bekerja  keras  dan  membutuhkan  keseriusan  yang  tinggi,  mengingat  target 

penerimaan pajak dalam APBN selalu naik setiap tahunnya. 
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Berdasarkan data Nota Keuangan dan RAPBN 2018 yang didapatkan, 

selama  5  (lima)  tahun  terakhir  penyumbang  terbesar  penerimaan  pajak  berasal 

dari Pajak Penghasilan dengan presentase rata-rata mencapai angka 49,18% dari 

penerimaan pajak dalam negeri. Pajak Penghasilan terdiri dari Pajak Penghasilan 

Migas  dengan  penyumbang  rata-rata  mencapai  17,52%  dari  Pajak  Penghasilan 

dan Pajak Penghasilan Non Migas dengan penyumbang rata-rata mencapai 

82,48% dari Pajak Penghasilan. Berikut tabel perkembangan pendapatan PPh Non 

Migas tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. 

 

Tabel 1.1  Perkembangan Pendapatan PPh Non Migas Tahun 2013-2017(Triliun 
Rupiah) 

Uraian 
Realisasi 

2013 
Realisasi 

2014 
Realisasi 

2015 
Realisasi 

2016 
APBN-P 

2017 

PPh Pasal 21 90.163,0 105.650,7 114.480,2 109.644,0 148.054,7 
PPh Pasal 22 6.837,2 7.256,2 8.478,0 11.351,9 11.064,8 
PPh Pasal 22 Impor 36.332,5 39.454,0 40.259,4 37.977,7 52.543,8 
PPh Pasal 23 22.207,2 25.517,2 27.882,1 29.142,4 36.389,8 
PPh Pasal 25/29 Pribadi 5.154,0 5.642,5 8.258,4 5.313,8 19.936,6 
PPh Pasal 25/29 Badan 154.294,9 148.361,8 183.010,5 169.687,7 242.663,6 
PPh Pasal 26 31.098,9 39.446,5 42.231,9 26.095,2 55.118,1 
PPh Final dan Fiskal 71.570,8 87.318,7 119.669,0 117.679,2 156.183,7 
PPh Non Migas Lainnya 36,9 87,7 187,6 104.175,1 20.244,9 

Jumlah 417.695,3 458.735,2 552.636,6 630.113,8 742.200,0 
Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2018 

 

Berdasarkan  Tabel  1.1  diatas  dapat  kita  lihat,  dalam  lima  tahun  terakhir 

Pajak  Penghasilan  Pasal  21  menyumbang  rata-rata  sebesar  27,57  %,  menempati 

posisi  kedua  dalam  Pajak  Penghasilan  Non  Migas.  Menurut  Menteri  Keuangan 

(Brodjonegoro, 2016), penerimaan pajak selama ini hanya bergantung kepada WP 

Badan,  ketergantungan  ini  menjadi  sebuah  implikasi  yang  besar.  Ketika  kondisi 

ekonomi bagus maka penerimaan Pajak Penghasilan badan akan naik. Sebaliknya, 

apabila kondisi ekonomi sedang buruk maka penerimaan Pajak Penghasilan juga 

akan  turun.  Oleh  karena  itu,  penerimaan  pajak  pada  tahun  2018  akan  berfokus 

mengejar Wajib Pajak Orang Pribadi atau PPh Pasal 21.  

Peraturan perundang-undangan perpajakan berubah cukup cepat sesuai 

perkembangan  bisnis,  keperluan  pemerintah  dan  faktor  lainnya. Salah  satunya 
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Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21dan/atau 26 atas orang pribadi yang 

mengalami  perubahan.  Perubahan  itu  diatur  dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal 

Pajak  Nomor  Per-16/PJ/2016  yang  sebelumnya  diatur  dalam  Peraturan  Direktur 

Jendral Pajak Nomor Per-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara 

Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 26 

Sehubungan  dengan  Pekerjaan,  Jasa,  dan  Kegiatan  Orang  Pribadi.  Berdasarkan 

diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 

diharapkan  wajib  pajak  memahami  Pedoman  Teknis  Tata  Cara  Pemotongan, 

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga memaksimalkan 

penerimaan negara dari PPh Pasal 21 dan menghindari kesalahan dalam 

menerbitkan bukti potong, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21.  

Menurut  Konsultan  Pajak  (Sugiarto,2018)  Kelalaian  atau  kealpaan  dalam 

memenuhi  kewajiban  pajak  akan  berujung  pada  pengenaan  sanksi.  Sedangkan 

pemenuhan  kewajiban  perpajakan  itu  sendiri,  yang  dimulai  dari  menghitung, 

menyetor dan melapor pajak, membutuhkan kecermatan dalam menafsirkan 

ketentuan perudang-undangan perpajakan yang berlaku ataupun penghitungannya. 

Oleh karena alasan tersebut, banyak wajib pajak yang menggunakan jasa 

konsultan pajak untuk membantu mengelola dan memenuhi kewajiban 

perpajakannya dengan benar terutama wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi 

kewajiban menghitung, menyetor, dan melapor Pajak Penghasilan Pasal 21. 

Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan 

kepada  Wajib  Pajak  dalam  rangka  melaksanakan  hak  dan  memenuhi  kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, 

sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  111/PMK.03/2014. 

Misalnya di Malang, tercatat ada 30 Kantor Konsultan Pajak (KKP) yang 

bergabung dalam Ikatan Konsutan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Malang. 

(Kantor IKPI Cabang Malang, 2015) 

Salah satunya yaitu Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. Agus Sambodo dan 

rekan.  Menurut  Konsultan  Pajak  (Sugiarto,  2017)  Kantor  Konsultan  Pajak  Drs. 

Agus Sambodo dan rekan memberikan pelayanan konsultasi perpajakan 
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diantaranya:  Jasa  untuk  mendampingi  clien  ketika  dilakukan  pemeriksaan  pajak 

dan himbauan-himbauan pajak, Jasa perencanaan dalam bidang perpajakan yang 

tujuannya  untuk  mengefisiensikan  beban  pajak  sesuai  ketentuan,    Jasa  untuk 

melakukan review penelaahan atas kewajiban perpajakan klien yang telah 

dilaksanakan,  dan  mengidentifikasikan  potensi  permasalahan  yang  akan  muncul 

serta mencari solusi dan pemecahannya, Jasa konsultasi perpajakan internasional, 

Jasa  Pemberian  pelatihan  di  bidang  perpajakan,  Workshop,  kursus  Brevet  Pajak 

A,B  dan  C,  Seminar,  In  Company  Training  dan,  jasa  konsultasi  yang  dilakukan 

dalam  jangka  waktu  tertentu,  meliputi  konsultasi  pembuatan  SPT  Tahunan  dan 

Laporan  keuangannya,  Konsultasi  pengisian  SPT  Masa,  dan  konsultasi  kasus-

kasus tertentu serta permohonan tertentu. 

  Kantor  Konsultan  Pajak  Drs.  Agus  Sambodo  dan  rekan  memberikan  jasa 

konsultasi perpajakan kepada wajib pajak, tentu tidak lepas dari kewajiban 

perpajakannya sendiri  yaitu sebagai  wajib pajak orang pribadi  yang mempunyai 

kewajiban  perpajakan  mulai  dari  menghitung,  menyetor  dan  melapor  pajaknya 

sendiri.  Salah  satu  contoh  yaitu  Drs.  Agus  Sambodo  sebagai  konsultan  pajak  di 

Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan, tahun 2016 mempunyai 

Pajak  Terutang  sebesar  Rp  39.822.250  yang  harus  dibayarkan  oleh  Drs.  Agus 

Sambodo, namun jumlah tersebut tidak seluruhnya dibayarkan karena Drs. Agus 

Sambodo mempunyai Kredit Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sebelumnya telah 

dipotong  oleh  pemberi  penghasilan  sebesar  Rp  16.757.545  dan  Angsuran  Pajak 

Penghasilan Pasal 25 yang dibayarkan sendiri setiap bulan sebesar Rp 10.632.094. 

Pajak  Terutang  yang  harus  dibayar  oleh  Drs.  Agus  Sambodo  setelah  dikurangi 

Kredit  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dan  Angsuran  Pajak  Penghasilan  Pasal  25 

adalah sebesar Rp 12.432.611. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 

21  Drs.  Agus  Sambodo  dilakukan  secara  elektronik  dengan  menggunakan  e-

Billing dan e-Filing. 

Berdasarkan  uraian  tersebut,  penghasilan  yang  diterima  Kantor  Konsultan 

Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan atas jasa yang diberikan kepada wajib pajak 

dapat  ditetapkan  dan  dikenakan  tarif  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  sebagai  Wajib 

Pajak  Orang  Pribadi  dan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Akhir  Tahun.  Jika  sesuai 
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Tata Cara Pemotongan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 

tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan 

Kegiatan Orang Pribadi, maka yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah 

penghasilan atas imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, 

komisi,    fee,  dan  imbalan  sejenisnya  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun 

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan 

serta. 

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui bagaimana prosedur 

perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas imbalan 

dari jasa konsultan sebagai wajib pajak orang pribadi. Akan dibuat Laporan Tugas 

Akhir Praktek Kerja Nyata  dengan judul “ Prosedur Perhitungan Penyetoran 

dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Konsultan pada Kantor 

Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  maka  akan  diajukan  rumusan 

masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 Konsultan pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. 

Agus Sambodo dan rekan? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Adapun  tujuan  dilaksanakannya  Praktek  Kerja  Nyata  yaitu:  untuk 

menjelaskan dan menyelesaikan Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan 

Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Konsultan  pada  Kantor  Konsultan 

Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan. 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Adapun manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah: 

a. Bagi Mahasiswa 

- Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah, khususnya yang 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
6 

 

berkaitan  dengan  kegiatan-kegiatan  Kantor  Konsultan  Pajak 

(KKP) Drs. Agus Sambodo dan rekan. 

- Memperdalam dan meningkatkan kreativitas, pengetahuan, dan 

wawasan di lapangan mengenai dunia kerja khususnya di dunia 

pelayanan jaminaan sosial dan keuangan serta perpajakan. 

b. Bagi Perusahaan 

- Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau 

instansi dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut 

baik bersifat akademisi maupun besrsifat organisasi; 

- Membantu  dalam  membentuk  jiwa  kerja  yang  unggul  serta 

cara menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja 

yang professional. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Prosedur, Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan 

Berikut ini akan dijelaskan pengertian prosedur, perhitungan, penyetoran, dan 

pelaporan sebagai berikut: 

2.1.1 Pengertian Prosedur 

Nuraida (2008:35) mengemukakan Prosedur adalah urutan langkah-

langkah  (atau  pelaksanaan-pelaksanaan  pekerjaan),  di  mana  pekerjaan  tersebut 

dilakukan,  berhubungan  dengan  apa  yang  dilakukan,  bagaimana  melakukannya, 

bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. 

2.1.2 Pengertian Perhitungan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perhitungan adalah proses, cara, 

perbuatan menghitung http://kbbi.kata.web.id/arti-kata-penetapan-kamus-bahasa-

indonesia-kbbi.html (Diakses pada 22 Februari 2018).  

2.1.3 Pengertian Penyetoran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyetoran adalah proses, cara, 

perbuatan menyetor(kan), pembayaran, pemasukan, penyerahan http://kbbi. 

kata.web.id/arti-kata-penetapan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html (Diakses 

pada 22 Februari 2018).  

2.1.4 Pengertian Pelaporan 

Pelaporan  merupakan  catatan  yg  memberikan  informasi  tentang  kegiatan 

tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan 

dengan kegiatan tertentu (Siagina, 2003). 

 

2.2 Perpajakan 

2.2.1 Pengertian Pajak 

Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) mendefinisikan, pajak sebagai iuran 

rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan) 

dengan tidak mendapatkan jasa-jasa timbal (kontraprestasi)  yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
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Adapun  definisi  pajak menurut  Djajadiningrat  dalam  Resmi  (2014:1), 

Pajak  sebagai  suatu  kewajiban  menyerahkan  sebagian  dari  kekayaan ke  kas 

negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perubahan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 

timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraaan secara 

umum. 

 

2.2.2 Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak menurut Ratnawati (2015:2), yaitu : 

a. Fungsi  Anggaran  (Budgetair),  pajak  sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah; 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: 

1) Pajak  yang  tinggi  dikenakan  terhadap  minuman  keras  untuk  mengurangi 

konsumsi masyarakat mengkonsumsi minuman keras; 

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif; 

3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk indonesia di 

pasaran dunia. 

 

2.2.3 Jenis Pajak 

Menurut  Ratnawati  (2015:4)  Terdapat  berbagai  jenis  pajak,  yang  dapat 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Golongannya 

1) Pajak Langsung 

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) 
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2) Pajak Tidak Langsung 

Pajak  yang  pada  akhirnya  dapat  dibebankan  atau  dilimpahkan  kepada 

orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif 

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti 

memperhatikan keadaan Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)  

2) Pajak Objektif 

Pajak  yang  berdasarkan  pada  objeknya,  tanpa  memperhatikan  keadaan 

Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM) 

c. Menurut Lembaga Pemungutanya 

1) Pajak Negara (Pajak Pusat) 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga Negara; 

Contoh:  Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

2) Pajak Daerah 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak 

Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.  

Contoh: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan 

di  atas  Air,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  bermotor  dan  kendaraan  di  atas 

Air , Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak Pengambilan dan 

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/ kota 

meliputi  Pajak  Restoran,  Pajak  Hotel,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Penerangan 

Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak sarang 

Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea 

perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
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2.2.4 Cara Pemungutan Pajak 

Dalam  pemungutan  pajak  terdapat  beberapa  cara  menurut  Waluyo  dan 

Ilyas (2003:17) sebagai berikut: 

a. Stelsel Pajak 

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu: 

1) Stelsel nyata (Riil stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, 

sehingga  pemungutannya  baru  dapat  dilakukan  pada  akhir  tahun  pajak, 

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.  

Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. 

Kelemahan adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode 

(setelah hasil rii diketahui); 

2) Stelsel Fiktif  

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan  tahun  sebelumnya  sehingga  pada  awal  tahun  pajak  telah  dapat 

ditetapkan  besarnya  pajak  yang  terutang  untuk  tahun  pajak  berjalan. 

Kelebihan  stelsel  ini  adalah  pajak  yang  dibayar  selama  tahun  berjalan, 

tanpa  harus  menunggu  akhir  tahun.  Kelemahannya  adalah  pajak  yang 

dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya; 

3) Stelsel Campuran  

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada wal 

tahun,  besarnya  pajak  dihitung  berdasarkan  suatu  anggapan,  kemudian 

pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang 

sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar 

daripada  pajak  menurut  anggapan,  maka  wajib  pajak  harus  menambah 

kekurangannya.  Demikian  pula  sebaliknya,  apabila  lebih  kecil,  maka 

kelebihannya dapat diminta kembali. 

b. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu: 
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1) Official Assesment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang; 

Ciri-ciri Official Assesment System: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 

fiskus; 

b) Wajib pajak bersifat pasif; 

c) Utang  pajak  timbul  setelah  dikeluarkan  surat  ketetapan  pajak  oleh 

fiskus. 

2) Self assessment system 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung. 

Memperhitungkan,  membayar,  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak 

yang harus dibayar; 

3) Withholding system 

Sistem  ini  merupakan  sistem  pemungutan  pajak  memberi  wewenang 

kepada  pihak  ketiga  untuk  memotong  atau  memungut  besarnya  pajak 

yang terutang oleh wajib pajak. 

 

2.2.5 Teori Pajak 

Menurut Ratnawati (2015:3) beberapa teori  yang mendukung hak negara 

untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain: 

a. Teori Asuransi 

Teori  ini  menyatakan  bahwa  negara  bertugas  untuk  melindungi  orang  dan 

segala  kepentingannya,  meliputi  keselamatan  dan  keamanan  jiwa,  dan  juga 

harta  bendanya.  Seperti  halnya  dalam  perjanjian  asuransi  (pertanggungan), 

untuk  melindungi  orang  dan  kepentingan  tersebut  diperlukan  pembayaran 

premi. Beberapa pakar menentang bahwa pembanding antara pajak dan 

perusahaan  asuransi  tidaklah  tepat,  karena  dalam  hal  timbul  kerugian,  tidak 

ada penggantian secara langsung dari negara, dan antara pembayaran jumlah 
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pajak  dengan  jasa  yang  diberikan  oleh  negara  tidaklah  terdapat  hubungan 

langsung; 

b. Teori Kepentingan  

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus 

dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas 

kepentingan  masing-masing  orang  dalam  tugas-tugas  pemerintah,  termasuk 

perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya;  

c. Teori Daya Pikul 

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama 

beratnya  untuk  setiap  orang.  Gaya  pikul  seseorang  dapat  diukur  berdasar 

besarnya  penghasilan  dengan  memperhitungkan  besarnya  pengeluaran  atau 

pembelanjaan  seseorang.  Dalam  pajak  penghasilan  untuk  wajib  pajak  orang 

pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan 

sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak;  

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak 

Teori ini tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan 

warganya.  Paham  ini  mengajarkan  bahwa  karena  sifat  suatu  negara  maka 

timbullah  hak  mutlak  untuk  memungut  pajak.  Persekutuan  berhak  atas  satu 

dan  yang  lain,  untuk  membuktikan  tanda  baktinya  terhadap  negara  dalam 

bentuk pembayaran pajak;  

e. Teori Asas Gaya Beli  

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan 

hanya melihat pada efeknya,dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar 

keadilannya. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan 

masyarakat  inilah  yang  dapat  dianggap  sebagai  dasar  keadilan  pemungutan 

pajak.  

 

2.2.6 Tarif Pajak 

Menurut Ratnawati (2015:11), Struktur tarif yang berhubung dengan pola 

persentase tarif pajak dengan dikenal 4 (empat) macam tarif: 
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a. Tarif Pajak Proporsional  

Tarif  ini  disebut  juga dengan  istilah  Tarif  Sebanding yaitu  tarif  berupa 

persentase yang tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar 

pengenaan pajak. Contoh dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas 

penyerahan Barang Kena Pajak dan PPh pasal 26; 

b. Tarif Pajak Progresif  

Tarif  pajak  progresif  adalah  tarif  pajak  yang  presentasenya  menjadi  lebih 

besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. 

Sebagai  contoh,  tarif  pajak  penghasilan  yang  berlaku  di  Indonesia  untuk 

wajib pajak badan yaitu: 

1) Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya 10%; 

2) Diatas  Rp  50.000.000,00  sampai  dengan  Rp  100.000.000,00  tarifnya 

15%; 

3) Di atas Rp 100.000.000,00 tarifnya 30%. 

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi: 

1) Tarif Progresif Progresif 

Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar; 

2) Tarif Progresif Proporsional 

Semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak 

dan kenaikan persentase yang tetap; 

3) Tarif Progresif Degresif 

Semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak 

tetapi tetapi dengan kenaikan persetase yang menurun; 

c. Tarif Pajak Degresif  

Tarif  Pajak  Degresif  adalah  persentase  tarif  pajak  yang  semakin  menurun 

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar; 

d. Tarif Pajak Tetap 

Dalam  tarif  pajak  tetap  ini  adalah  tarif  berupa  jumlah  yang  tetap  (sama 

besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. 

Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap. Sebagai contoh Tarif Bea 

Materai.  
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2.3 Pajak Penghasilan (PPh) 

Undang-Undang  No.  7  Tahun  1983  sttdd  Undang-Undang  No.  36  Tahun 

2008 mengatur mengenai ketentuan material perhitungan pajak penghasilan, 

antara lain: 

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 

Pajak  Penghasilan  (PPh)  adalah  pajak  yang  dikenakan  terhadap  subjek 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak 

(Resmi, 2013:74). 

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, menurut Mardiasmo (2013:156).  

a. Yang menjadi subjek pajak adalah:  

1) Orang Pribadi; 

2) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak; 

3) Badan,terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD 

dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiunan, persekutuan, perkumpulan,  yayasan, organisasi social politk, 

atau organisasi sejenis, lembaga dan bentuk badan lainny;. 

4) Bentuk  Usaha  Tetap  (BUT),  yang  digunakan  oleh  subjek  pajak  luar 

negeri  (baik  orang  pribadi  atau  badan)  untuk  menjalakan  usaha  atau 

melakukan kegiatan di Indonesia; 

b. Subjek pajak dibedakan menjadi: 

1) Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:  

a) Subjek pajak orang pribadi: 

(1) Orang  pribadi  yang  berada  di  Indonesia  lebih  dari  183  hari 

dalam jangka waktu 12 bulan atau; 

(2) Dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat  

untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; 
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c) Warisan  yang  belum  terbagi  sebagai  satu  kesatuan  menggantikan 

yang berhak; 

2) Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari: 

a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu: 

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih 

dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima 

penghasilan dari Indonesia berupa: 

(1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk 

Usaha Tetap di Indonesia; 

(2) Dapat  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  dari  Indonesia 

bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 

Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. 

b) Subjek Pajak badan, yaitu: 

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia, berupa: 

(1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk 

Usaha Tetap di Indonesia; 

(2) Dapat  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  dari  Indonesia 

bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 

Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. 

 

2.3.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan 

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan menurut Wirawan 

(2012:79) adalah: 

a. Badan perwakilan Negara asing; 

b. Pejabat  perwakilan  diplomatik  dan  konsulat  atau  pejabat  lain  dari  Negara 

asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada 

dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: 

1) Bukan  warga  Negara  Indonesia  dan  tidak  menerima  atau  memperoleh 

penghasilan lain dari jabatannya di Indonesia; 

2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 
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c. Organisasi-Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri  Keuangan 

dengan syarat: 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

pennghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada 

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; 

d. Pejabat  perwakilan  organisasi  internasional  yang  ditetapkan  oleh  Menteri 

Keuangan dengan syarat: 

1) Bukan warga Negara Indonesia; 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia. 

 

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan 

Yang  menjadi  objek  pajak  adalah  penghasilan.  Penghasilan  yaitu  setiap 

tambahan  kemampuan  ekonomi  yang  diterima  atau  diperoleh  oleh  Wajib  Pajak, 

baik  yang  diperoleh  dari  Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia, yang  dapat 

dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun menurut Mardiasmo (2013:159). 

a. Yang menjadi objek pajak penghasilan (Pasal 4 ayat 1 UU PPh) adalah: 

1) Penggantian  atau  imbalan  yang  berkenaan  dengan  pekerjaan  atau  jasa 

yang diperoleh atau diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi uang pensiun atau imbalan dalam bentuk 

lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan; 

2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; 

3) Laba usaha; 

4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

a) Keuntungan kepada pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, 

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau pesertaan modal; 

b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, 

sekutu  atau  anggota yang  diperoleh  perseroan,  persekutuan,  dan 

badan lainnya; 
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c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilan alih usaha, dan reorganisasi dengan nama 

dan dalam bentuk apapun; 

d) Keuntungan  karena  pengalihan  harta  berupa  hadiah,  bantuan  atau 

sumbangan; 

e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh 

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 

permodalan perusahaan pertambangan. 

5) Penerimaan kembali pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya; 

6) Biaya termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

7) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun,termasuk deviden dari 

perusahaan  asuransi  kepada  pemegang  polis  dan  pembagian  sisa  hasil 

usaha koperasi; 

8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

11) Keuntungan  karena  pembebasan  utang,  kecuali  sampai  dengan  jumlah 

tertentu yang telah ditetapkan denagn Peraturan Pemerintah; 

12) Keuntungan kerena selisih kurs mata uang asing; 

13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

14) Premi asuransi; 

15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang dikenakan 

pajak; 

17) Pengasilan dari usaha yang berbasis syariah.Imbalan bunga sebagaimana 

dimaksud  dalam  Undang-undang  yang  mengatur  mengenai  ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan; 

18) Surplus Bank Indonesia. 
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b. Yang  tidak  termasuk  objek  pajak  penghasilan  (Pasal  4  ayat  3  UU  PPh) 

adalah: 

1) Bantuan  atau  sumbangan  termasuk  zakat.  Harta  hibahan  yang  diterima 

oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan 

keagamaan,  pendidikan,  sosial  termasuk  yayasan  koperasi,  atau  orang 

pribadi  yang  menjalankan  usaha  mikro  atau  kecil,  yang  keturunanya 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

2) Warisan; 

3) Harta sebagai pengganti saham atau setoran modal; 

4) Imbalan natura; 

5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi; 

6) Deviden yang diperoleh Wajib Pajakdalam negeri dengan syarat berasal 

dari laba ditahan dan kepemilikan 20%; 

7) Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau 

pegawai; 

8) Penghasilan dari modal yang ditanam dana pensiunan; 

9) Laba bagi CV, firma, persekutuan, kongsi; 

10) Penghasilan perusahaan modal ventura yang syaratnya diatur oleh 

Peraturan Menteri Keuangan; 

11) Beasiswa; 

12) Sisa  lebih  yang  diperoleh  badan  atau  lembaga  nirlaba  dalam  bidang 

pendidikan dan/atau litbang; 

13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelengara 

Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu. 

 

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21  

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal  21 

Menurut  B. Ilyas  (2012:157),  pajak  penghasilan  pasal  21 selanjutnya 

disebut  PPh  Pasal  21  merupakan  pajak  yang  dilewatkan  terhadap  Wajib  Pajak 

orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terikat dengan pekerjaan, jasa, 
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atau  kegiatan.  Penghasilan  yang  dimaksudkan  meliputi  upah,  gaji,  honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun.  

 

2.4.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Berdasarkan  Peraturan  Jendral  Pajak  Nomor:  16/PJ/2016  yang  termasuk 

pemotongan PPh pasal 21, meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Pemberi  kerja  yang  terdiri  dari  orang  pribadi  dan  badan,  baik  merupakan 

pusat  maupun  cabang, perwakilan  atau  unit yang  membayar gaji,  upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;  

b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau 

pemegang  kas  pada  pemerintah  Pusat  termasuk  institusi  TNI  atau  POLRI, 

Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga 

negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang 

membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  sehubungan  dengan  pekerja  atau 

jabatan, jasa, dan kegiatan; 

c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-

badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua, atau jaminan 

hari tua; 

d. Orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha  atau  pekerjaan  bebas  serta 

badan yang membayar: 

1) Honorarium  atau  pembayaran  lain  sebagai  imbalan  sehubungan  dengan 

jasa dan/atau kegiatan  yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status 

Subjek  Pajak  dalam  negeri,  termasuk  jasa  tenaga  ahli  yang  melakukan 

pekerjaan  bebas  dan  bertindak  untuk  dan  atas  namanya  sendiri,  bukan 

untuk dan atas nama persekutuannya; 

2) Honorarium  atau  pembayaran  lain  sebagai  imbalan  sehubung  dengan 

kegiatan dan jas yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek 

Pajak luar negeri; 
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3) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan 

magang. 

e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintahan, organisasi yang 

bersifat Nasional dan Internasional, perkumpulan, orang pribadi serta 

lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar 

honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib 

Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.  

 

2.4.3 Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Berdasarkan  Peraturan  Jendral  Pajak  Nomor:  16/PJ/2016  yang  termasuk 

subjek pajak penghasilan 21, meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Pegawai;  

b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari 

tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;  

c. Bukan  pegawai  yang  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi: 

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan 

aktuaris; 

2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan 

seniman lainnya; 

3. Olahragawan; 

4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 

5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem 

aplikasinya,  telekomunikasi,  elektronika,  fotografi,  ekonomi,  dan  sosial 

serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;   

7. Agen iklan; 

8. Pengawas atau pengelola proyek;  
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9. Pembawa pesanan  atau  yang menemukan langganan atau  yang menjadi 

perantara; 

10. Petugas penjaja barang dagangan; 

11. Petugas dinas luar asuransi;  

12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 

kegiatan sejenis lainnya. 

Yang dimaksud dengan bukan pegawai adalah orang pribadi yang 

menerima  atau  memperoleh  penghasilan  dari  pemberi  kerja  sehubungan  dengan 

ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau memperoleh 

honorarium dari pemberi kerja. 

d. Peserta  kegiatan  yang  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  sehubungan 

dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan,  antara lain meliputi:  

1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan 

olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

perlombaan lainnya; 

2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;  

3. Peserta  atau  anggota  dalam  suatu  kepanitiaan  sebagai  penyelenggara 

kegiatan tertentu;  

4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; 

5. Peserta kegiatan lainnya. 

e. Pegawai yang  menerima  penghasilan  dari  pemberi  kerja  dengan  kriteria 

tertentu dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam 1 (satu) tahun paling 

banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dikenai 

pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dengan  tarif  2,5%  (dua  koma  lima 

persen) dan bersifat final. 

 

2.4.4 Tidak Termasuk Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut B. Ilyas (2012:158), yang tidak termasuk dalam pengertian yang 

dipotong PPh Pasal 21 tertera di bawah ini. 
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a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi 

sehubungan kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna , 

dan asuransi beasiswa; 

b. Penerimaan  dalam  bentuk  natura  dan/atau  kenikmatan  dalam  bentuk  apapun 

diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, penghasilan sebagaimana 

dimaksud (kecuali natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam 

bentuk  apapun  yang  diberikan  oleh  bukan  Wajib  Pajak,  Wajib  Pajak  yang 

dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau Wajib Pajak yang 

dikenakan Pajak Penghasilanberdasarkan norma penghitungan khusus (deemed 

profit)); 

c. Iuran  pensiun  yang  dibayarkan  kepada  dana  pensiun  yang  pendirinya  telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan 

hari tua kepada badan penyelenggaraan tunjangan hari tua atau badan 

penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; 

d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga 

amil  zakat  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh  Pemerintah,  atau  sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia 

yang diterima oleh orang pribadi  yang berhak dari lembaga keagamaan  yang 

dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan 

usaha,  pekerjaan,  kepemilikan,  atau  penguasaan  di  antara  pihak-pihak  yang 

bersangkutan; 

e. Beasiswa  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  4  ayat  (3)  poin  1  Undang-

Undang Pajak Penghasilan.  

 

2.4.5 Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21 

Berdasarkan  Peraturan  Jendral  Pajak  Nomor:  16/PJ/2016  yang  termasuk 

kewajiban Pemotongan PPh pasal 21, meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku;  

2. Membuat  catatan  atau  kertas  kerja  perhitungan  PPh  Pasal  21  untuk  masing-

masing  penerima  penghasilan,  yang  menjadi  dasar  pelaporan  PPh  Pasal  21 
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yang terutang untuk setiap masa pajak dan menyimpan catatan atau kertas kerja 

perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

3. Memberikan  bukti  pemotongan  PPh  Pasal  21  atas  penghasilan  yang  diterima 

atau diperoleh pegawai tetap atau pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan 

setelah  tahun  kalender  berakhir.  Dalam  hal  pegawai  tetap  berhenti  bekerja 

sebelum  bulan  Desember,  bukti  pemotongan  PPh  Pasal  21  harus  diberikan 

paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja; 

4. Memberikan  bukti  pemotongan  PPh  Pasal  21  atas  pemotongan  PPh  Pasal  21 

selain  pegawai  tetap  dan  penerima  pensiun  berkala  setiap  kali  melakukan 

pemotongan PPh Pasal 21; 

5. PPh  pasal  21  yang  dipotong  oleh  pemotong  PPh  pasal  21  untuk  setiap  masa 

pajak  wajib  disetor  ke  kantor  pos  atau  bank  yang  ditunjuk  oleh  Menteri 

Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir; 

6. Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 untuk setiap masa pajak 

yang dilakukan melalui penyampaian surat pemberitahuan masa PPh pasal 21 

ke  kantor  pelayanan  pajak  tempat  pemotong  PPh  pasal  21  terdaftar,  paling 

lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. 

 

2.4.6 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap baik yang bersifat teratur 

maupun yang bersifat tidak teratur 

Penghasilan Bruto yang bersifat teratur meliputi gaji, tunjangan dan 

pembayaran  teratur  lainnya,  termasuk  uang  lembur  (overtime)  dan  pembayaran 

sejenisnya. Penghasilan  Bruto  yang bersifat tidak teratur meliputi jasa produksi, 

tantiem,  gratifikasi,  tunjangan  hari raya  atau  tahun baru,  bonus,  premi,  dan 

penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya 

diberikan  sekali  dalam  setahun.  Berdasarkan  Peraturan  Jendral  Pajak  Nomor: 

16/PJ/2016 cara menghitung PPh Pasal 21 masa atau bulanan bagi pegawai tetap 

atas penghasilan yang bersifat teratur maupun  yang bersifat tidak teratur, adalah 

sebagai berikut: 

1. Dihitung  seluruh  penghasilan  bruto  yang  diterima  atau  diperoleh  selama 

sebulan. Bagi yang mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 
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premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan 

premi Jaminan Pemeliharaan Kesehataan (JPK) yang ditanggung oleh 

pemberi  kerja  merupakan  penghasilan  bagi  pegawai.  Ketentuan  yang  sama 

diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, 

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh 

pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi. Iuran pensiun yang 

dibayar  oleh  pemberi  kerja  kepada  perusahaan  dana  pensiun  (atas  nama 

pegawai), bukan merupakan penghasilan bruto  bagi pegawai yang 

bersangkutan; 

2. Dihitung jumlah penghasilan neto sebulan dengan cara mengurangi 

penghasilan  bruto  sebulan  dengan  biaya  jabatan,  serta  iuran  pensiun,  iuran 

Jaminan  Hari  Tua,  dan/atau  Tunjangan  Hari  Tua  yang  dibayar  sendiri  oleh 

pegawai melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara 

Program BPJS. Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan 

memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap 

orang  yang  bekerja  sebagai  pegawai  tetap  tanpa  memandang  mempunyai 

jabatan ataupun tidak. Biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan 

bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 setahun atau Rp. 500.000,00 

sebulan; 

3. Dihitung  penghasilan  neto setahun atau disetahunkan; 

4. Dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)  

Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada  awal tahun pajak. Besarnya 

PTKP  untuk  pegawai  yang  baru  datang  dan  menetap  di  Indonesia  dalam 

bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari 

bagian tahun kalender yang bersangkutan. Sejak 1 Juli 2016 besarnya PTKP 

adalah sebagai berikut (berdasarkan PMK Nomor : 101/PMK.010/2016) : 
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Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

PTKP 
Status Tahunan Bulanan 

(dibagi 12 bulan) 
WP Rp 54.000.000,00 Rp 4.500.000,00 

Kawin (Istri) Rp  4.500.000,00    Rp   375.000,00 

Maksimum 3 orang 
tanggungan keluarga 
sedarah dan semenda 
dalam garis keturunan 
lurus keatas dan atau 
kebawah 

  

K/- Rp 58.500.000,00 Rp 4.875.000,00 

K/1 Rp 63.000.000,00 Rp 5.250.000,00 

K/2 Rp 67.500.000,00 Rp 5.625.000,00 

K/3 
Tambahan untuk seorang 
istri yang penghasilannya 
digabung dengan peng-
hasilan suami  
 

Rp 72.000.000,00      
Rp 54.000.000,00 

 Rp 6.000.000,00         
Rp 4.500.000,00 

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.010/2016 

 

5. Setelah diketahui Penghasilan Kena Pajak, Dihitung PPh pasal 21 terhutang 

dengan menerapkan tarif sebagaimana pasal 17 ayat (1) huruf a 

 

Tabel 2.2 Lapisan Tarif Penghasilan Kena Pajak (PhKP) 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif 

s.d Rp 50.000.000,00                                                 5% 

Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00     15% 

Diatas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00   25% 

Diatas Rp 500.000.000,00                                                           30% 

Sumber: Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh 
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2.4.7 Imbalan  kepada  bukan  pegawai,    antara  lain  berupa  honorarium,  komisi, 

fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun 

sebagai  imbalan  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa,  dan  kegiatan  yang 

dilakukan 

1. Bukan pegawai, atas imbalan yang bersifat berkesinambungan 

a. Telah  memiliki  NPWP  dan  hanya  memperoleh  penghasilan  dari 

hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 

26 (tidak memperoleh penghasilan lainnya); 

Dasar Pengenaan Pajak = jumlah kumulatif Penghasilan Kena 

Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan 

Penghasilan Kena Pajak = 50% dari jumlah Penghasilan Bruto 

dikurangi PTKP per bulan 

b. Tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau memperoleh 

penghasilan  lainnya  selain  dari  hubungan  kerja  dengan  Pemotong 

PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta memperoleh penghasilan 

lainnya; 

Dasar Pengenaan Pajak = jumlah kumulatif Penghasilan Kena 

Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan 

Penghasilan Kena Pajak = 50% dari jumlah Penghasilan Bruto 

- Dalam hal jumlah penghasilan bruto dibayarkan kepada dokter 

yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik, maka 

besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter 

yang dibayar oleh pasien  melalui rumah sakit dan atau klinik 

sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit 

dan atau klinik; 

- Mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka 

besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah 

pembayaran  setelah  dikurangi  dengan  bagian  gaji  atau  upah 

dari pegawai yang dipekerjakan tersebut (kecuali apabila 

dalam  kontrak  atau  perjanjian  tidak  dapat  dipisahkan  bagian 
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gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut,  maka 

besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah 

yang dibayarkan); 

- Melakukan  penyerahan  material  atau  barang,  maka  besarnya 

jumlah  penghasilan  bruto  hanya  atas  pemberian  jasanya  saja 

(kecuali  apabila  dalam  kontrak  atau  perjanjian  tidak  dapat 

dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang, 

maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian 

jasa dan material atau barang). 

2. Atas Imbalan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan 

Dasar Pengenaan Pajak = 50% dari jumlah Penghasilan Bruto 

- Dalam hal jumlah penghasilan bruto dibayarkan kepada dokter yang 

melakukan  praktik  di  rumah  sakit  dan/atau  klinik,  maka  besarnya 

jumlah  penghasilan  bruto  adalah  sebesar  jasa  dokter  yang  dibayar 

oleh  pasien  melalui  rumah  sakit  dan/atau  klinik  sebelum  dipotong 

biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik; 

- mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka besarnya 

jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah 

dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang 

dipekerjakan tersebut (kecuali apabila dalam kontrak atau perjanjian 

tidak  dapat  dipisahkan  bagian  gaji  atau  upah  dari  pegawai  yang 

dipekerjakan  tersebut,    maka  besarnya  penghasilan  bruto  tersebut 

adalah sebesar jumlah yang dibayarkan); 

- melakukan penyerahan material atau barang, maka besarnya jumlah 

penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja (kecuali apabila 

dalam  kontrak/perjanjian  tidak  dapat  dipisahkan  antara  pemberian 

jasa dengan material atau barang, maka besarnya penghasilan bruto. 

 

2.5 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 

Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  242/  PMK.03/2014  Tentang 

Tata  Cara  Pembayaran  Dan  Penyetoran  Pajak,  Penyetoran  Pajak  Penghasilan 
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Pasal 21 bisa melalui e-Billing System.  e-Billing System adalah metode pembayaran 

pajak  secara  elektronik  menggunakan  Kode  Billing. Sejak  tanggal  1  Januari  2016 

sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak NO.SE-11/PJ/2016. 

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 pembayara pajak secara manual yang 

menggunakan SSP telah digantikan dengan e-Billing System. 

Berdasarkan  Peraturan  Jendral  Pajak  Nomor:  16/PJ/2016  Penyetoran  Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan kode Billing dapat dilakukan dengan 

melalui kantor pos atau bank persepsi paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa 

Pajak  berakhir.  Penyetoran  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  bertepatan  dengan  hari 

libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Penyetoran Pajak Penghasilan 

Pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

 

2.6 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 

tentang  Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Elektronik,  e-SPT  yang  merupakan 

singkatan dari Surat Pemberitahuan Elektronik adalah Surat Pemberitahuan (SPT) 

yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik 

tersebut dibuat dengan menggunakan aplikasi SPT Elektronik. Surat 

Pemberitahuan Elekronik (e-SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau 

bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Surat  Pemberitahuan  Elektronik  (e-

SPT) Tahunan wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang salah satunya 

diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk 

dokumen  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-  undangan  di 

bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan 21. 

Berdasarkan  Peraturan  Jendral  Pajak  Nomor:  16/PJ/2016  Pelaporan  Pajak 

Penghasilan Pasal 21 paling lama 20 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir 

dan  SPT  Tahunan  Orang  Pribadi  dilaporkan  paling  lambat  akhir  Maret  tahun 

berikutnya.  Jika  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  bertepatan  dengan  hari 
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libur  termasuk  hari  Sabtu  atau  hari  libur  nasional,  Pelaporan  Pajak  Penghasilan 

Pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

 

2.7 Akuntansi Pajak 

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata  yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi 

adalah  suatu  proses  pencatatan,  penggolongan,  pengikhtisaran  suatu  transaksi 

keuangan  dan  diakhiri  dengan  suatu  pembuatan  laporan  keuangan.  Sedangkan 

Pajak  adalah  iuran  atau  pungutan  wajib  yang  dipungut  oleh  pemerintah  dari 

masyarakat  (wajib  pajak)  untuk  menutupi  pengeluaran  rutin  negara  dan  biaya 

pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. 

2.7.1 Pengertian Akuntansi Pajak 

Supriyanto (2011:2), akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, 

penggolongan  dan  pengikhtisaran  suatu  transaksi  keuangan  kaitannya  dengan 

kewajiban  perpajakan  dan  diakhiri  dengan  pembuatan  laporan  keuangan  fiskal 

sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan  perpajakan  yang  terkait  sebagai  dasar 

pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. 

2.7.2 Proses Akuntansi Pajak 

Supriyanto  (2011:2),  proses  akuntansi  perpajakan  tidak  jauh  beda  dengan 

proses akuntansi seperti biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang 

akan  dicatat.  Transaksi  ini  kaitannya  dengan  informasi  keuangan  yang  dapat 

dinilai  dengan  uang,  bukan  informasi  non-keuangan.  Lalu  transaksi  ini  akan 

dicatat pada suatu Jurnal, kemudian di posting, lalu dimasukan ke dalam neraca 

lajur  dan  diakhiri  dengan  pembuatan  laporan  keuangan.  Laporan  keuagan  ini 

dapat dibuat secara bulanan atau tahunan.  

2.7.3 Proses Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 

Supriyanto  (2011:36)  menyatakan,  akuntansi  PPh  pasal  21  adalah  proses 

pencatatan  transaksi  kaitannya  dengan  PPh  pasal  21  misalnya  pembayaran  gaji, 

upah  dan  lain  sebagainya.  Ketika  ada  transaksi  kaitannya  dengan  pemotongan 

atau pemungutan PPh pasal 21, pembayaran PPh pasal 21 dan juga pembayaran 
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gaji atau upah karyawan maka perlu ada pencatatan akuntansi yang sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku. 

Contoh Jurnal Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 

1. Jurnal Pemotongan PPh Pasal 21 

Beban Gaji dan Upah  xxx 

Beban BPJS   xxx 

  Hutang Pajak PPh 21   xxx 

  Hutang BPJS   xxx 

  Kas     xxx 

2. Jurnal Pembayaran PPh Pasal 21 

Hutang Pajak  PPh 21  xxx 

  Kas    xxx 
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BAB. 3 METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Konsultan Pajak 

(KKP)  Drs.  Agus  Sambodo  dan  rekan  Jl.  Baiduri  Pandan  No.  11  Malang  pada 

bagian Konsultan Pajak. 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal  pelaksaan  Praktek  Kerja  Nyata  sesaui  dengan  Surat  Tugas  Nomor 

0605/UN25.1.2/SP/2018  yaitu  dimulai  dari  tanggal  26  Februari  2018  sampai 

dengan 06 April 2018 di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. Agus Sambodo dan 

rekan Malang. Adapun Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan 

jam Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. Agus Sambodo dan rekan Malang yaitu: 

Tabel 3.1 Daftar  hari  dan  jam  kerja  Praktek  Kerja  Nyata  di  Kantor  Konsultan 

Pajak (KKP) Drs. Agus Sambodo dan Rekan Malang 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Kamis 08.00 - 16.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB 

Jum’at 08.00 - 16.00 WIB 11.30 - 13.00 WIB 

Sabtu 08.00 - 14.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB 

Minggu Libur Libur 

Sumber: Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. Agus Sambodo dan rekan Malang 
 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di KKP Agus Sambodo dan rekan 

terdapat  4  (empat)  perusahaan  dalam  satu  tempat,  antara  lain  PT.  Cipta  Sarana 

Cendekia  (Professional  Education  Development  Partner),  CV.  Cipta  Jasatama 

(Training & Education Center), Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan 

rekan  (Registered  Tax  Consultants),  dan  Kantor  Akuntan  Publik  Drs.  Abdul 

Ghonie Abubakar dan rekan  (Registered Public  Accountants). Pada pelaksanaan 

Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul 
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“Prosedur  Perhitungan,  Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 

Konsultan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan”. 

Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada 

Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan. Berikut beberapa 

kegiatan  yang  berkaitan  dengan  judul  tersebut,  diantaranya:  Mengaudit  laporan 

keuangan  clien,  Merekap  dan  mengarsip  data-data  keuangan  clien  terkait  pajak 

yang  akan  dihitung  dan  ditentukan,  Mengentri  data  keuangan  clien  ke  dalam 

komputer,  dan  Menghitung  besarnya  Pajak  Penghasilan  (Orang  Pribadi)  yang 

akan disetor. 

3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis melaksanakan beberapa 

kegiatan yang ada di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan yang 

dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel  3.2  Daftar  Kegiatan  Praktek  Kerja  Nyata  di  Kantor  Konsultan  Pajak  Drs. 

Agus Sambodo dan rekan 

No Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

1. Senin, 26 
Februari 2018 
Penang gung 
jawab : Nanda 
Putri Aprilianti 
dan Kartika Ayu 
Rahmadani 
 
 
 

a. Perkenalan 
b. Belajar memahami 

kegiatan apa saja yang 
berada    Kantor  Konsultan 
Pajak  Agus  Sambodo  dan 
rekan 

 

a. Dapat berkenalan 
dengan seluruh 
karyawan Kantor 
Konsultan Pajak 
Agus Sambodo dan 
rekan 

b. Dapat mengetahui  
kegiatan apa saja 
yang  berada    Kantor 
Konsultan Pajak 
Agus Sambodo dan 
rekan 
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(a) (b) (c) (d) 

2. Selasa, 27 
Februari 2018  
Penanggung 
jawab: Drs Agus 
Sambodo dan 
Nanda Putri 
Aprilianti 
 

a. Mengaudit Laporan 
Keuangan CV. Mutiara 
Karya 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang  
Tax  Flow  dan  Ketentuan 
Umum Perpajakan 

a. Dapat mengetahui 
presedur dan cara 
menyusun laporan 
keuangan 
perusahaan 

b. Dapat memahami 
perpajakan terkait 
Tax Flow dan KUP 

3. Rabu, 28 
Februari 2018 
Penanggung 
Jawab: Drs. 
Sugiarto 
M.Pd.,BKP dan 
Kartika Ayu 
Rahmadani 
 

a. Merekap bukti potong 
PPh  Pasal  21  Drs.  Agus 
Sambodo 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang  
KUP 

a. Dapat mengetahui 
penghasilan yang 
dipotong  PPh  Pasal 
21 

b. Dapat memahami 
perpajakan terkait 
KUP 

4. Kamis, 01 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kadek 
Dwi Agus 
Permana SE.,Ak 
 

a. Menjadi Tim Asesor 
Pelaksanaan Ujian 
Kopetensi Keahlian 
Akuntansi  di  SMK  Darul 
Ulum Peterongan, 
Jombang 

Dapat mengetahui 
tugas sebagai Tim 
Asesor dan menjadi 
bagian dari PT. 
Cipta Sarana 
Cendekia 

5. Jum’at,02 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab:  Nur 
Azizah SE.,Ak 

a. Menghitung, Mengarsip 
dan Membuat SPT PPh 
Pasal 21 atas Komisaris 
(clien) 
 

Dapat mengerti 
bagaimana 
menghitung dan 
melaporkan SPT 
PPh Pasal 21 atas 
Komisaris 
 

6. Sabtu,  03  Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Nur 
Azizah SE.,Ak 

a. Menghitung, Mengarsip 
dan Membuat SPT PPh 
Pasal 21 atas Komisaris 
(clien) 

b. Menginput data keuangan 
kas kecil Universitas 
kediri 

 

a. Dapat mengerti 
bagaimana 
menghitung dan 
melaporkan SPT 
PPh Pasal 21 atas 
Komisaris 

b. Dapat mengetahui 
pengeluaran terkait 
kas kecil 
Universitas Kadiri 
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(a) (b) (c) (d) 

7. Senin,  05  Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Retno 
dan Tim 
Instruktur 

a. Merekap dan mengarsip 
PPh Pasal 21, 25 dan 
bukti potong PPh 21 Drs. 
Agus Sambodo Masa 
Januari s/d Desember 
2017 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
Workshop 
 

a. Dapat mengetahui 
Pemotongan, 
Penyetoran, dan 
Pelaporan PPh 
Pasal  21  &  25  Drs. 
Agus Sambodo  

b. Dapat memahami 
dan  mengisi  materi 
Workshop 

8. Selasa, 06 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Tim 
Instruktur 
 

a. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
Workshop 
 

a. Dapat memahami 
dan  mengisi  materi 
Workshop 

9. Rabu,  07  Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab:  Kartika 
Ayu  Rahmadani 
dan Tim 
Instuktur 
 

a. Menghitung Pajak 
Penghasilan Pasal 21 
Akhir Tahun Drs. Agus 
Sambodo 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
Workshop 
 

a. Dapat Memahami 
Penghitungan  Pajak 
penghasilan Pasal 
21 

b. Dapat memahami 
dan  mengisi  materi 
Workshop 

10. Kamis, 08 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Retno 
dan Eka Rahayu 
SE 

a. Merekap Data Laporan 
Tax Amnesti CV. 
Galatama Tulungagung 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
Workshop 

 

a. Dapat Memahami 
Tentang Tax 
Amnesti 

b. Dapat memahami 
dan  mengisi  materi 
Workshop 

11. Jum’at, 09 
Maret 2018 
Penanggung 
jawab: Kartika 
Ayu Rahmadani 
 

a. Merekap Data Laporan 
Tax  Amnesti  PT.  Triples 
Kediri  
 

b. Merekap Data Laporan 
Tax Amnesti CV. Sinar 
Jaya 

 
 
 

 
 
 

a. Dapat Memahami 
Tentang Tax 
Amnesti 
 

b. Dapat Memahami 
Tentang Tax 
Amnesti 
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(a) (b) (c) (d) 

12. Sabtu, 10 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu Rahmadani 
 

a. Melaporkan SPT Tahunan 
Orang Pribadi melalui E-
filing 
 

Dapat mengerti 
bagaimana 
Melaporkan SPT 
tahunan Orang 
Pribadi melalui E-
filing 
 

13. Senin , 12 Maret 
2018 
Penanggung 
jawab:  Kartika 
Ayu Rahmadani 
 

a. Membuat Kode Billing 
untuk Pembayaran Pajak 
Penghasilan Pasal 21 Drs. 
Agus Sambodo 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang  
SPT PPh Akhir Tahun 
Orang Pribadi (1770) 

 

a. Dapat mengerti 
bagaimana 
membuat Kode 
Billing 

b. Dapat memahami 
perhitungan dan 
pengisian  SPT  PPh 
Akhir Tahun Orang 
Pribadi 

 
14. 
 

Selasa, 13 Maret 
2018 
Penanggung 
jawab:  Kartika 
Ayu Rahmadani 
 

a. Melaporkan SPT Tahunan 
Orang Pribadi melalui E-
filing 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
SPT PPh Akhir Tahun 
Badan (1771) 

 

a. Dapat mengerti 
bagaimana 
Melaporkan SPT 
tahunan Orang 
Pribadi melalui E-
filing 

b. Dapat memahami 
perhitungan dan 
pengisian  SPT  PPh 
Akhir Tahun Badan  
 

15. Rabu, 14 Maret 
2018 
Penanggung 
jawab:  Kartika 
Ayu Rahmadani 
 

a. Melaporkan SPT Tahunan 
Orang Pribadi melalui E-
filing 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
SPT PPh Akhir Tahun 
Badan (1771) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Dapat mengerti 
bagaimana 
Melaporkan SPT 
tahunan Orang 
Pribadi melalui E-
filing 

b. Dapat memahami 
perhitungan dan 
pengisian  SPT  PPh 
Akhir Tahun Badan 
 
 
 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
36 

 

16.  Kamis, 15 Maret 
2018 
Penanggung 
jawab: Nanda 
Putri Aprilianti 
 
 

a. Membayar Pajak 
Penghasilan Pasal 21 
Akhir Tahun Drs. Agus 
Sambodo di bank 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
E-SPT Masa 21 
 

a. Dapat memahami 
Prosedur 
Pembayaran Pajak 
Penghasilan Pasal 
21 di bank 

b. Dapat mengerti 
bagaimana 
pengisian SPT 
masa 21 secara 
eletronik 
 

17. Jumat,  16  Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Dewi 
Ernawati, SE 
 

a. Merekap Data Rekening 
Koran Kopkar Mapan 
Sejahtera  PT.  PLN  mulai 
Januari s/d Desember 
2017 

Dapat memahami 
dan mengerti PPh 
yang  dipotong  atas 
rekening koran di 
bank 

18. Senin,  19  Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu  

a. Melaporkan SPT Tahunan 
Pegawai atas PT.XXX 
melalui e-filing 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
E-SPT badan 

 

a. Dapat memahami 
dan mengetahui 
pelaporan pajak 
melalui e-filling 

b. Dapat memahami 
pengisisan SPT 
Badan 

19.  Selasa, 20 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab:  

a. Merekap Laporan 
Keuangan atas clien 
PT.XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
E-SPT badan 

 

a. Dapat mengetahui 
laporan keuangan 
PT. Xxx 

b. Dapat memahami 
pengisisan SPT 
Badan 

20.  Rabu,  21  Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Dewi 
Ernawati, SE 

a. Mengaudit Buku Besar 
atas clien PT. ZZZ 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
E-Faktur 

 

a. Dapat memahami 
bentuk buku besar 

b. Dapat memahami 
pengisisan E-Faktur 

21.  Kamis, 22 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Dwi 
Hariyani, SE 
 

a. Menjurnal  Gaji  karyawan  
Petrowell bulan Januari 
s/d Desember 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
E-SPT Tahunan Orang 
Pribadi 

 

a. Dapat mengerti 
Penjurnalan 
akuntansi 

b. Dapat memahami 
pengisisan E-SPT 
Tahunan Orang 
Pribadi 
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(a) (b) (c) (d) 

22. Jumat, 23 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu 
 

a. Menginput Daftar Harta 
Pada e-SPT atas clien  

b. Melaporkan SPT 
Karyawan Ploso yang 
belum selesai 
 

a. Dapat memahami 
pengisian e-SPT 
clien 

b. Dapat memahami 
Pelaporan SPT 
melalui e-filling  
 

23. Sabtu, 24 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: 
Sugiharto, 
SE.,BKP 
 

a. Membuat e-SPT Pajak 
Penghasilan Pasal 21 
Akhir Tahun Drs. Agus 
Sambodo 

Dapat memahami 
dan mengarti 
Pembuatan e-SPT 
Pajak Penghasilan 
Pasal 21 Akhir 
Tahun 

24 Senin, 26 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab:  
Sugiharto, 
SE.,BKP dan 
Retno 

a. Membuat e-SPT Pajak 
Penghasilan Pasal 21 
Akhir Tahun Drs. Agus 
Sambodo 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
Aspek Perpajakan 
Kontruksi 
 

a. Dapat memahami 
dan mengarti 
Pembuatan e-SPT 
Pajak Penghasilan 
Pasal 21 Akhir 
Tahun 

b. Dapat memahami 
aspek perpajakan 
kontruksi 

25. Selasa, 27 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab:  Drs. Ali 
Irfan, MSA., 
Ak., CA., BKP  
 

a. Melaporkan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 Drs. 
Agus Sambdo 
menggunakan e-Filing 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
Tax Planning 
 

a. Dapat mengetahui 
pelaporan melalui 
e-Filing 

b. Dapat memahami 
dan merencanakan 
Tax Planning  
dengan baik  
 

26. Rabu, 28 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab:  Drs. Ali 
Irfan, MSA., 
Ak., CA., BKP 
 
 
 
 
 
 

a. Melaporkan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 Drs. 
Agus Sambdo 
menggunakan e-Filing 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
Tax Planning 
 
 
 
 
 
 

a. Dapat mengetahui 
pelaporan melalui 
e-Filing 

b. Dapat memahami 
dan merencanakan 
Tax Planning  
dengan baik  
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu 

Data Kuantitatif dan Data Kualitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang 

berupa simbol angka dan bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini 

berupa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Jumlah PPh Pasal 21, dan Jumlah 

Penghasilan  Drs.  Agus  Sambodo  pada  tahun  2016.  Data  kualitatif  adalah  data 

informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau 

bilangan. Data kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa wawancara kepada 

Drs.  Agus  Sambodo  sebagai  narasumber  terkait  Perhitungan,  Penyetoran,  dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Konsultan. 

(a) (b) (c) (d) 

27. Kamis, 29 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Eka 
Rahayu, SE 
 

a. Presentasi terkait Aspek 
Perpajakan Dana Desa di 
acara penutupan prakerin 
terpadu untuk anak SMK 
se-Jawa Timur 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
Pembahasan Soal-Soal 
USKP 
 

a. Dapat memahami 
aspek perpajakan 
dana desa dan 
memberikan 
pengetahuan  terkait 
dana  desa  ke  anak-
anak SMK 

b. Dapat mengetahui 
dan memahami 
Soal-Soal USKP 
 

28. Sabtu, 31 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Dewi 
Ernawati, SE 
 

a. Melaporkan SPT Tahunan 
Orang Pribadi melalui E-
filing 

Dapat mengerti 
bagaimana 
Melaporkan SPT 
tahunan Orang 
Pribadi melalui e-
Filing 

 
29. Senin, 2 April 

2018 
Penanggung 
Jawab:  Drs 
Agus Sambodo  
 

a. Acara Penutupan/ 
Penarikan anak Magang 
yang dilakukan oleh 
Dosen D3 Perpajakan 
Unej kepada Kantor 
Konsultan Pajak Drs. 
Agus Sambodo 

 

_ 
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3.3.2 Sumber Data 

Data  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  Praktek  Kerja  Nyata  ini  adalah 

sebagai berikut:  

a. Data Primer  

Adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan Fiskus. Data primer 

diperoleh dari data-data terkait dengan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan 

PPh Pasal 21 seperti Bukti Potong PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 21, dan 

SPT Tahunan 1770 beserta Bukti Pelaporannya.  

b. Data Sekunder  

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang 

memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, 

modul, dan lain-lain. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata ini adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi  pustaka  yaitu  metode  pengumpulan  data  dengan  menggunkan  buku, 

internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan 

laporan Praktek Kerja Nyata ini. 

b. Wawancara 

Wawancara  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  tanya 

jawab  kepada  narasumber.  Wawancara  telah  dilakukan  dengan  Drs.  Agus 

Sambodo. (Lihat lampiran 21) 

c. Observasi 

Observasi  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  secara  sistematis 

dan  sengaja,  dilakukan  melalui  pengamatan  dan  pencatatan  terhadap  gejala 

yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis 

mengobservasi data-data Drs. Agus Sambodo yang terkait dengan 

Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Konsultan  Pajak.  Selain  itu  juga  dilakukan  observasi  atas  penyetoran  PPh 
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Pasal 21 dan pelaporan e-SPT melalui laman Direktorat Jenderal Pajak yaitu 

layanan e-Billing dan e-Filing. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi  adalah  salah  satu  metode  pengumpulan  data  kualitatif  dengan 

melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri 

atau oleh orang lain tentang subjek.  
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BAB. 5 PENUTUP 

 

5.1 Kesimpuan 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Konsultan Pajak 

(KKP) Drs. Agus Sambodo dan rekan tentang Prosedur Perhitungan, Penyetoran, 

dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Konsultan  pada  Kantor  Konsultan 

Pajak  Drs.  Agus  Sambodo  dan  rekan,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  terdapat 

tiga tahapan yaitu : 

a. Proses Perhitungan, Drs. Agus Sambodo atas penghasilan yang diterima dari 

jasanya  sebagai  konsultan  akan  dipotong  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  atas 

imbalan kepada bukan pegawai (Konsultan) tidak bersifat berkesinambungan 

dan  mempunyai  kewajiban  menghitung  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Akhir 

Tahun Orang Pribadi dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan 

Neto (NPPN); 

b. Proses  Penyetoran,  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Drs.  Agus  Sambodo  yang 

dipotong/ kurang bayar akan disetor ke kas negara melalui Bank Persepsi atau 

Kantor  Pos  dengan  menggunakan  Kode  Billing  yang  telah  dibuat  melalui 

https://sse3.pajak.go.id; 

c. Proses  Pelaporan,  Drs.  Agus  Sambodo  menggunakan  e-SPT  Wajib  Pajak 

Orang  Pribadi    1770  dalam  membuat  SPT  Tahunan  dan  melaporkan  SPT 

Tahunan  (dalam  betuk  File  CSV)  tersebut  melalui  e-Filing  dengan  buka 

laman http://djponline.pajak.go.id. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang diberikan pada laporan tugas akhir praktek kerja nyata ini 

yaitu: Drs. Agus Sambodo sebagai konsultan pajak sebaiknya memberikan 

edukasi, saran, dan kritik ketika dalam pemotongan PPh 21  oleh pihak pemotong 

atas  penggunaan  jasa  konsultan  pajak  yang  diterimanya  mengalami  kesalahan. 

Seperti  perhitungan  PPh    pasal  21  dan  penerbitan  Bukti  Potong  PPh  21  yang 

salah. 
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